Bunga Rampai [
TUD SU '

AKUNTANSI




gl

KOMITE STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN

AKUNTABILITASE N (% WY Y LY. WS |



BUNGA RAMPAI SAP TAHUN 2021

KATA PENGANTAR
BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PENDAHULUAN

Sebagai kumpulan surat masuk kepada KSAP dan surat tanggapan KSAP atas
pertanyaan pemangku kepentingan akuntansi pemerintahan dan LK
pemerintahan, Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan tak mempunyai
masa berlaku. Nilai ekonomis edisi terbaru tentu saja lebih tinggi dari edisi lama,
sehingga publik disarankan dengan kuat menggunakan edisi terbaru Bunga
Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.

Informasi tentang edisi baru Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan (bila
ada) selalu diumumkan pada situs KSAP, bersama dengan Standar, Interpretasi,
Buletin teknis dan produk-produk KSAP yang lain.

Kasus peka dan bersifat rahasia —demi keamanan negara-bila ada, tidak
disajikan dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.

FORMAT DAN PERUBAHAN FORMAT

Format Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

» Bab Pengantar, menjelaskan latar belakang pembentukan buku Bunga
Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.

» Tujuan, menjelaskan maksud, tujuan atau manfaat Bunga Rampai Kasus

Akuntansi Pemerintahan.

Kedudukan tanggapan sebagai salah satu produk KSAP atau kegiatan KSAP.

Proses baku penyusunan jawaban atau tanggapan KSAP, termasuk gugus

kendali mutu jawaban.

Pedoman penggunaan bagi para praktisi akuntansi & pengguna SAP.

Pedoman revisi Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.

Sinopsis studi kasus, pertanyaan dan jawaban KSAP.

VVV VYV

TUJUAN PEMBENTUKAN KUMPULAN STUDI KASUS AKUNTANSI
PEMERINTAHAN

Memberi wawasan pandang praktik akuntansi pemerintahan secara lebih nyata
bagi semua pemangku kepentingan.

Memberi panduan semacam yurisprudensi.

Mendorong publik cg. para pemangku kepentingan untuk memecahkan sendiri
kasus-kasus akuntansi yang dihadapi dengan mengambil hikmah kasus serupa
walau tak tepat sama dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi
Pemerintahan. Dalam jangka panjang, buku kumpulan kasus akuntansi
pemerintahan dan pemecahannya akan mengurangi jumlah pertanyaan atau
surat publik yang dilayangkan kepada KSAP.

Sebagai referensi cepat solusi berbagai masalah akuntansi.
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Memberi bahan pertimbangan dan basis pemecahan kasus-kasus akuntansi &
LK atau resolusi beda pendapat antara auditor LK dan entitas pelaporan LK.
Merupakan pertanggungjawaban KSAP kepada publik, merupakan bukti
kepedulian dan belarasa KSAP terhadap masalah praktik akuntansi
pemerintahan.

Memberi contoh kepada seluruh pemangku kepentingan, agar mencari jawaban
masalah akuntansi pada PSAP, Interpretasi atau Buletin Teknis.

Untuk menjaga konsistensi KSAP dalam menjawab atau menyelesaikan kasus
muncul dan berkembang. Merupakan kumpulan jawaban atau studi kasus, untuk
Tim kecil KSAP yang ditunjuk atau ditugasi melakukan riset sekitar masalah dan
mengutip jawaban, modifikasi jawaban dan mencipta jawaban yang baru.
Sebagai bahan baku pembuatan PSAP baru, Interpretasi tambahan yang baru
atau Buletin teknis baru atau revisi PSAP di masa depan, untuk pertanyaan
berulang atau masalah sejenis yang selalu ramai ditanyakan pemangku
kepentingan.

Bagi penyusun surat permintaan bantuan solusi masalah akuntansi, memberi
contoh nyata surat-surat yang dilayangkan kepada KSAP.

Kasus peka dan bersifat rahasia —demi keamanan negara- tidak disajikan dalam
buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.

KEDUDUKAN TANGGAPAN TERTULIS KSAP

Surat tanggapan KSAP tak mempunyai kedudukan cq. hirarki dalam rangkaian
produk resmi KSAP.

Karena itu penyusunan Standar tambahan, Interpretasi atau Buletin Teknis baru
tak menggunakan jawaban surat KSAP sebagai basis penyusunan.

PROSES BAKU (DUE PROCESS) TANGGAPAN ATAS SURAT MASUK

Surat masuk teliti Kelompok Kerja, apakah merupakan kasus serupa yang telah
dijawab oleh KSAP pada penanya sebelum surat masuk tersebut.

Rapat KSAP menerima surat masuk, membahas (1) apakah pertanyaan berada
dalam domain standar akuntansi pemerintahan, (2) praktik akuntansi
pemerintahan (sistem akuntansi atau semacamnya), (3) masalah di luar dunia
akuntansi, (3) tingkat keseriusan masalah yang ditanyakan (besar transaksi,
dampak jawaban secara nasional), apabila mungkin rapat KSAP secara
langsung memberi (1) contoh kalimat jawaban atau (2) memberi pengarahan
bentuk jawaban kepada Kelompok Kerja, memberi arahan proses telaah surat
dan proses tanda tangan surat oleh KSAP.

Apabila KSAP memandang basis jawaban membutuhkan suatu riset peraturan
perundang-undangan, praktik berlaku dan berbagai dimensi konseptual tentang
perlakuan akuntansi, maka rapat KSAP membentuk tim kecil, sekurang-
kurangnya terdiri atas seorang anggota Komite Kerja dan seorang Kelompok
Kerja, tergantung dari tingkat kesulitan jawaban dan besar dampak jawaban.

Tim kecil menanyakan lebih dahulu apakah penanya menggunakan Lampiran 1
atau Lampiran 2 PP 71/2010 sebagai basis akuntansi, melakukan riset dan
membuat konsep sementara jawaban, tim kecil wajib mengungkapkan sumber
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rujukan jawaban dan atau narasumber sebagai basis jawaban. Narasumber
terpilih atas dasar kompetensi narasumber, dapat diwawancara secara langsung
oleh tim kecil atau diundang pada rapat KSAP.

¢ Rapat KSAP membahas konsep sementara jawaban, (1) secara langsung
memperbaiki jawaban dan finalisasi surat jawaban atau (2) meminta survei
lanjutan lebih mendalam dan atau perubahan substansi signifikan konsep
sementara surat jawaban.

¢ Notulen rapat KSAP mencatat diskusi KSAP, kesimpulan rapat KSAP, voting
KSAP dan mencatat berbagai argument dan pendapat anggota KSAP yang tidak
sejalan dengan keputusan rapat KSAP (discenting opinion).

STRATEGI JAWABAN KSAP
Strategi jawaban dan hampiran (approach) jawaban adalah sebagai berikut :

1. Jawaban KSAP sedapat mungkin menggunakan basis SAP, Interpretasi (Tafsir
PSAP) dan Buletin Teknis sesuai rujukan resmi penanya. Sebagai misal, bila
penanya menggunakan Lampiran 2 PP 71 dalam berakuntansi, maka jawaban KSAP
harus berdasar Lampiran 2 tersebut.

2. Jawaban KSAP sedapat mungkin menyebut Kerangka Konseptual, Kelompok
Lampiran pada PP (misalnya Lampiran 1 atau Lampiran 2 PP 71 tahun 2010), homor
PSAP, nomor paragraph dalam PSAP tersebut dan apabila perlu mengutip kalimat
rujukan. KSAP sedapat mungkin menghindari mengarang kalimat jawaban untuk (1)
menunjukkan kepada publik bahwa jawaban tersedia dalam pernyataan resmi SAP,
interpretasi dan Buletin teknis, (2) melatih publik untuk mencari jawaban sendiri untuk
kasus-kasus yang dihadapi di masa depan, (3) menghindari risiko pembuatan kalimat
jawaban surat yang tak selaras dengan kalimat tertentu pada suatu PSAP sehingga
menimbulkan masalah baru di masa depan.

3. Apabila untuk menjawab sebuah kasus, suatu kalimat standar terpaksa harus
dijelaskan dalam surat jawaban, penjelasan akan dipertimbangkan KSAP untuk
diangkat sebagai sebuah interpretasi (tafsir) SAP yang berlaku lebih resmi dan
umum.

4. KSAP sedapat mungkin menolak kasus di luar domain standar akuntansi
pemerintahan. Apabila KSAP menilai bahwa masalah yang diajukan dalam surat
masuk bukan merupakan domain akuntansi cq tugas penyusunan standar namun
KSAP merasa perlu memberi jawaban, surat jawaban KSAP harus selalu dimulai
dengan kata pendahuluan yang tentang hal itu, misalnya dimensi sistem akuntansi
seperti perangkat lunak dan kode rekening akuntansi atau dimensi basis peraturan
perundang-udangan suatu anggaran atau transaksi pemerintahan berada di luar
domain KSAP.

5. KSAP bersikap independent cqg. tidak memihak dan membuat jawaban dengan
integritas paripurna.

6. Bahasa surat jawaban KSAP menggunakan bahasa Indonesia secara fragmatis,
langsung namun santun, menghindari penjelasan panjang lebar dan berputar,
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mengupayakan penjelasan langsung, singkat dan tuntas, menghindari istilah kiasan,
tersamar dan mengandung makna ganda, gaya bahasa terfokus pada
kesederhanaan dan kejelasan pengungkapan.

PEDOMAN PENGGUNAAN

Para pengguna Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi pemerintahan hendaknya
memahami bahwa :

Semua jawaban KSAP berada pada konteks masa jawaban tersebut dibuat,
terutama peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat itu.

Para pengguna buku kumpulan studi kasus akuntansi pemerintahan diminta
mengambil hikmah dari jawaban KSAP sambil selalu waspada bahwa jawaban
tersebut mungkin tak layak pakai pada kondisi atau situasi lingkungan berubah.

PEDOMAN REVISI BUKU BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI
PEMERINTAHAN

Jawaban bagi surat masuk memertimbangkan berbagai peraturan perundang-
undangan yang berlaku pada saat jawaban disusun KSAP.

Edisi revisi memasukkan surat masuk dan jawaban yang belum dimuat pada
edisi sebelumnya, memerhatikan berbagai perubahan peraturan perundang-
undangan yang masih berlaku pada saat revisi, dan mencabut berbagai
pertanyaan public dan jawaban KSAP yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan berlaku pada saat revisi. Edisi revisi menjelaskan alasan
pencabutan, terutama menjelaskan pertentangan tersebut.

Jakarta, Januari 2021
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Gedung Prijadi Praptosuhardjo Ill Lantai 2

Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

SEMSETER | TAHUN 2021

No. | Tanggal Surat Nomor Surat Tujuan Instansi Perihal
1|4-Feb-2021 S-20/K.1/KSAP/1/2021 Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan |Pendapatan atas pengakuan
pendapatan perpajakan-LO
2[26-Feb-2021 S-26/K.1/KSAP/1/2021 Kepala BPKAD Pemerintah Provinsi Perlakuan penyajian dana yang
Banten tertahan pada Bank
3(14-Apr-2021 S-36/K.1/KSAP/IV/2021 Kepala Perwakilan BPK Prov. Banten Penyertaan modal dan investasi
4|14-Apr-2021 S-37/K.1/KSAP/IV/2021 Kepala BPKAD Pemerintah Kota Pengakuan utang dan mekanisme
Yogyakarta pembayaran
5(21 Mei 2021 S-43/K.1/KSAP/V/2021 Kepala Biro Kementerian Keuangan |Pengakuan pemdapatan perpajakan-
Perencanaan dan LO
Keuangan
6[25 Mei 2021 S-44/K.1/KSAP/V/2021 Auditor Utama Badan Pemeriksa Pendapatan dari Transaksi
Keuangan Negara Il Keuangan Nonpertukaran
7(28 Mei 2021 S-45/K.1/KSAP/V/2021 Bupati Pemerintah Kabupaten |Penyajian informasi keuangan
Konawe Selatan
8(28 Mei 2021 S-46/K.1/KSAP/V/2021 Bupati Pemerintah Kabupaten [Penghapusan utang
Jeneponto
9|10 Juni 2021 S-51/K.1/KSAP/VI/2021 Sekretariat Utama BPOM Kebijakan khusus penatausahaan alat
gelat
10|25 Juni2021 S-52/K.1/KSAP/VI/2021 Kepala Biro Kementerian Pertanian  |Aset Tak Berwujud

Perencanaan dan
Keuangan
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Website: www.ksap.org / Email : sekretariat ksap@gmail.com

Nomor :§- 26 /K A/KSAP/I2021 24 Februari 2021
Sifat : Segera
Hal : Perlakuan Penyajian Dana yang Tertahan pada Bank

Yth

. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pemerintah Provinsi Banten
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/98-BPKAD-03/2021 tanggal 25

Januari 2021 hal sebagaimana pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1.

Secara substansi, transaksi pengakuan belanja (sesuai paragraf 31 PSAP 02) belum
sepenuhnya terpenuhi karena dokumen SP2D belum mengakibatkan adanya
pengeluaran kas dari RKUD yang ada di Bank Banten. Dengan demikian, perlu
dipertimbangkan untuk membatalkan, mencabut atau menarik dokumen SP2D
dimaksud sehingga secara administrasi membatalkan pencatatan BHPP di Laporan
Realisasi Anggaran.

Hasil rekonsiliasi BHPP atau penetapan kurang salur BHPP atau dokumen yang
dipersamakan menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Banten untuk mencatat beban-
Laporan Operasional (LO) BHPP dan kewajiban BHPP. Selanjutnya, bagi 8
Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten berhak untuk mencatat
pendapatan-LO BHPP dan piutang BHPP. Pemerintah Provinsi Banten dan 8
Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mengungkapkannya secara memadai dalam
laporan keuangan masing-masing.

Terkait dengan penyajian dalam Neraca per 31 Desember 2020:

a. dalam hal sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 terdapat saldo dana di RKUD
pada Bank Banten yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Banten, maka saldo dana
tersebut disajikan di Neraca Pemerintah Provinsi Banten dalam kelompok aset
lancar pada pos Kas dan Setara Kas;



b. dalam hal terdapat informasi bahwa dana tersebut untuk sementara waktu tidak
dapat digunakan lebih dari 12 bulan setelah tanggal Neraca, maka perlu
direklasifikasi dari aset lancar pos Kas dan Setara Kas menjadi aset non lancar
pada pos Aset Lainnya sesuai Paragraf 66 PSAP 01.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

———

RUNTA o

V. Ket_g{a{.KSqute Kerja,

=\ =

Wumi'yali
Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite
Konsultatif KSAP; dan

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil
Ketua Komite Konsultatif KSAP.
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PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
JI. Syech Nawawi Al-Bantanl, Palima Serang Telp. /Fax. (0254) 267019, 267008, 267009, 267020

"’ —

Serang, 2.5 Januari 2021

Nomor . 900 /g3 - @ picAD O3 j2zo02)

Sifat : Segera

Lampiran : - Kepada

Perihal : Permintaan Pendapat tentang Yth. Ketua Komite Standar
penyajian Dana yang tertahan Akuntansi Pemerintahan
pada Bank

di

Jakarta

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Provinsi Banten Tahun 2020 khususnya berkaitan dengan penyajian atas

o~ transaksi belanja daerah melalui kas daerah yang masih tertahan sampai
dengan akhir tahun, disebabkan Bank dimana tempat menyimpan kas daerah
sedang dalam pengawasan khusus dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bersama ini kami sampaikan beberapa hal berkaitan dengan transaksi

dimaksud sebagai berikut :

1. Dalam kurun waktu tanggal 17 sd 21 April 2020 telah diterbitkan
beberapa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui Rekening Kas
Umum Daerah (RKUD) pada Bank Banten yang ditunjuk sebagai
tempat penyimpanan kas daerah, dimana diantaranya terdapat 8 buah
SP2D LS (Langsung) berupa Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi (BHPP)
kepada Kabupaten/Kota yang tersebar kepada 8 kabupaten/kota di
wilayah Provinsi Banten dengan jumlah keseluruhan sebesar

~ Rp181.615.286.455,-

2. Tanggal 21 April 2020 diketahui bahwa atas sejumlah dana tersebut
sudah keluar dari RKUD namun ternyata bank penyimpan RKUD
belum menyalurkan kepada rekening penerima di kabupaten/kota;

3. Akibat krisis likuiditas yang dialami Bank Banten, tanggal 22 April
2020 Pemerintah Provinsi Banten memindahkan tempat penyimpanan
kas daerah pada Bank Jabar Banten (BJB);

4. Pada tanggal tersebut masih terdapat saldo milik Pemerintah Provinsi
Banten yang ada pada Bank Banten yang masih tertahah dan belum bisa
dipindahkan ke RKUD yang baru di BJB;




- ot . A f . .
0 - PN B . N .
. - P - - L — _— - _ .- N — - : )
. - e e R - . . I




Pemerintah Provinsi Banten telah mengupayakan agar Bank Banten

segera melakukan tindakan sebagai berikut :

a. menyalurkan atas transaksi-transaksi yang tertahan kepada para
penerima; dan

b. memindahbukukan dana milik Pemerintah Provinsi Banten ke
RKUD yang baru pada BJB ;

Sampai dengan akhir tahun, atas transaksi kepada pihak ketiga yang

tertahan sebagian telah tersalur kepada para penerima kecuali dana

BHPP sebesar Rpl181.615.286.455,- sebagaimana nomor 1 di atas,

dengan status dana tersebut sudah tidak berada dalam RKUD ;

Sampai dengan akhir tahun, juga masih terdapat saldo Kas pada

Bank Banten milik Pemerintah Provinsi Banten yang masih tertahan

sebagaimana huruf 4 di atas dengan rincian sebagai berikut :

a. Rekening RKUD  pada  Bank  Banten  sebesar
Rp152.621.531.581,24, atas dana tersebut masih tertahan dan
belum bisa dipindahbukukan ke RKUD baru di BJB;

b. Rekening BLUD sebesar Rp30.753.620.199,16, atas dana tersebut
masih bisa dilakukan penarikan ataupun pemindahbukuan atas ijin
OJK

c. Rekening pada Bendahara Sekolah untuk pengelaan Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp893.965.081,19, atas dana
tersebut masih bisa dilakukan penarikan ataupun pemindahbukuan
atas ijin OJK

Sehubungan dengan transaksi tersebut, Pemerintah Provinsi Banten telah
melakukan hal-hal sebagai beikut :

1.

Mencatat Transaksi Belanja BHPP berdasarkan SP2D pada tanggal 17
April 2020 sebagai belanja, hal ini mengacu pada paragraf 31 PSAP
No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran berbasis Kas bahwa
“Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Negara/Daerah”

Tidak mencatat transaksi tersebut sebagai Hutang pada Pemerintah
Kabupaten/Kota meskipun Pemerintah Kabupaten/Kota belum

menerima dana tersebut, mengingat sebagaimana no 1 di atas.

Berkaitan dengan kondisi tersebut, mohon pendapat mengenai hal berikut :

1.

Apakah pencatatan dan panyajian transaksi tersebut sebagai belanja dan

tidak mengakui Hutang sudah sesuai ?



2. Bagaimana penyajian pada Neraca terhadap Saldo milik Pemerintah
Daerah yang masih tertahan di Bank Banten sebagaimana huruf 7 di
atas?

3. Bagaimana pengakuan dan penyajian yang harus dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota atas dana BHPP yang masih tertahan ?

Terhadap kondisi tersebut, kami berharap pendapat yang diberikan
dapat disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga dapat

dignakan dalam penyusunan LKPD Tahun 2020.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya d15ampa1kan
terimakasih.

NIP.19670928 199303 2 009

Tembusan disampaikan kepada yth :

Bapak Gubernur Banten (sebagai laporan)

Bapak Wakil Gubernur Banten (sebagai laporan)
Kepala Perwakilan BPK Rl Provinsi Banten
Sekretaris Daerah Provinsi Banten (sebagai laporan)
Inspektur Provinsi Banten

Kepala BPKAD di wilayah Provinsi Banten.

VAL~
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GLOUNG PRIJACI PAAPTOBUHARDJIC I LANTAI 2
SALAN DUCHUTOMO NO. 8, JAKARTA 19710
TELEPON © (021) 3448230 EXT 8311

WEBSITE WYAY KBAR ORQ 1 EMAIL WEBMASTERQNKEAP ORG

Nomor : S- 72 /K 1/KSAP/IX/2018 0 G Saptambar 2018
Sifat . Segera
Hal . Akunlensi Assat Tetap

Yth.  Bupati Tuban
Jalan Kartini Nomor 2, Tuban

Sehubungan dongan sural Saudara Nomor 900/6202/414,203/2018 tanggal 29
Aguslus 2018 hal Kebijakan Akuntans! Penghapusan Sebagion Aset Tetap, dengan Inl kaml
sampaikan hal-hal sebagal berikut:

1. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tidak mangatur secara khusus mengenal
penghapusan sebagian atau sualu esel tetap berupa gedung dan bangunan,

2. Kelentuan mengenal pengelolaan barang milik daerah, tormasuk penghapusan telah
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomar 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik  Negara/Daerah dan peraturan  perundang-undangan sebagal aturan
pelaksanaannya.

3. Terkait dengan ketentuan mengenai pengembangan dan penggantian utama dari suatu

aset lelap, sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomer 15 tentang Akuntansi Aset Tetap
Berbasis Akrual pada Subbab 8.3, Pengukuran Pengeluaran Setalah Perolehan Awal
diatur sebagai berikut:
‘Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi divkur sebesar jumiah biaya yang
dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar
memberi manfaat ekonomik di masa yang akan dalang dalam bentuk peningkatan
kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan. Pengeluaran
yang dikspitalisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian ulama.
Pengembangan disini maksudnya adalah peningkatan asel letap karena meningkalnya
manfaal aset tetap tersebut. Blaya pengembangan inl akan menambah harga perclehan
asel letap yang bersangkutan. Sedangkan penggantian utama adalah memperbaharui
bagian aset tetap, dimana biaya penggantian utama inl akan dikapitalisasi dengan cara
mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset lelap yang semula dan
menambahkan biaya penggantian "

4, Sehubungan dengan hal fersebut di atas, kami berpendapat;

a. Kebijakan mengenai penghapusan sebagian aset letap agar Saudara berkonsullasi
dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalar Negeti.

b Kebijjokan mengenal penggantian wama dan kegiatan pengembangan aset letap
agar Saudara mengacu pada butir 3 di alas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kam: ucapkan terima kasih

Ketua Komile Kerja,

AW,
i
Sumiyati @f
Tembusan 3

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sclaku Ketua Komile

Konsultatif KSAP;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri seiaku Wakil Ketua

Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH KABUFPATEN TUBAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kertini Nomeor 2 € 32005321006 Tuban 62311

Tuban, &9 Agusiug 2018.
: BOOA 92414.203/2016. Kepada:
: Penling Yih. Kstua Komlie Standar Akuntansi
t- Pemerintahan
: Kebjeken Akuntansi Penghspusan di
Sebaglan Asst Telap JAKARTA

Berdasarkan Laparan Hast Pemerksaan Badan Pemeriksa Kevengen RI ates
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban pada Buku i Leporen Hasll Pemerksesn ales
Sistem Pgngendalian Inforn terdspal tsmuan Badan Pemerksa Keuangen R! yang
merskomendasikan kepada Bupali agsr memerntahikan Kepala BPPKAD uniuk menyusun
Kebijakan Akuniansi Pemertntah Kabupaten Tuban dengan memasukken unew penghapusan
sebagian eset latap.

Padasamwmubehanmemmnperﬂelasanmwcasmemew
penghapucan sebaglan bangunan godung, dokumen Karty thventards Barang (KIB) pencatatan
pedung dan bengunen belum memisahkan sacara fnci baglan-begian gedung, sshingga
penghapusan sebagian esel yang direncansken disusun sebagal bahan penyelesalan
rekomandas! BPK ekan sull unluk dlterspian, '

Berkenaan dangan hal larsabut mohon penjelasen dan pedoman penghapusan
sebagian ase! tetap, egar rancangan kebljakan akuntansl Pemerinlah Kebupaten Tuban yeng
mengatur penghapusan sebagian aset letap dapal kami torapkan,

Demikian atas kesjasamanya disampaikan tertmakasth.

a8



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

SEKRETARIAT DAERAH

Ji. P Oiponegoro Mo 141 Telp (0283) 671017 - 671032 Fax [0283) 672321 Brebes 52212

Nomer © B iprs 1820/ VI 2020 Brebes 21 Juh 2020
Sitat Segera

Lampiran

Perihal . Penghapusan Sebagian Aset Tetap

Yih

Ketun Komite Standar Akuntans: Pemernntahan

di

Jakarta Pusal

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemernksaan Keuangan
Republik Indonesia (BPK-RI) alas Laporan Keuangan Pemerintah Katupaten Brebes
Tahun 2018 Nomor S4B/LHPXVIII SMG/05/2018 tentang Sistemn Pengendalan Internal
yang mencantumkan temuan sebaga berikut
1 Kondisi Gedung dan Bangunan kanter Orgamisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
terdampak bongkaran sebagian (tdak bongkar seluruhnya) belum dunventansas
dan disasuaikan pencatatannya

2 BPK-RI merekomendasikan kepada Pemenntah Kabupaten Brebes untuk
memperbaiki pencatatan bangunan gedung dengan mengidentifikasi bangunan
yang telah direnab sebagian dan mengevaluas: proses kapitahsasinya

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon informas: tentang
1 Bagaimana kelentuan pencatatan bongkaran sebagian menurut SAP  dan
bagamana pengaruhnya terhadap pencatatan aset tetap Gedung dan Bang unan?
2 Bagamana pula pengaruhnya terhadap pencatatan akumulas: penyusutan asel
tetapnya?
3 Apakah penghapusan sebagian asel tetap perlu dialur dalam Kebijakan Akuntansi?
Apabila iya maka hal apa sajakah yang perlu diatur?

Kamu sanga! mengharapkan jawaban tertulis dan Bapak/ibu sebaga dasar
kami menindaklanjuti hasi pemenksaan dimaksud sekaligus dasar koreks! pencatatan
aset tetap pada neraca daerah, karena sejauh yang kami ketahu hal tersebut belum
diatur dalam Buletin Teknis SAP Nomor 15 tentang Akuntans: Asat Tetap Berbasis
Akrual




Selanjutnya |awaban tersebut dapal disampaikan kepada kami melalul surat
yang ditujukan kepaca Kepala BPPKAD Kabupaten Brebes dengan alamat BPPKAD
Kabupaten Brebes JI. Veteran No.11 Brebes Jawa Tengah Kode Pos 52212 atau
melalur email ke alamat akuntansi.dppkbrebes@gmail.com.

Demikian untuk menjadikan perksa dan atas jawaban yang diberikan serta

parhatiannya kami sampaikan tenmakasih

A N BUPATI BREBES
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. Djoko éqnlwan. M.T
Pembing Utama Madya
NIP. 19653902 198503 1 010

Tembusan

1 Bupati Brebes (sebagai laporan),
2 Insektur Kabupaten Brebes

3 Arsip



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo Il Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Website: www.ksap.org / Email : sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor :S- 20 /KA/KSAP/II2021 04Februari 2021
Sifat : Segera
Hal : Pendapat atas Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
Gedung Juanda | lantai 4
Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta

Sehubungan dengan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor ND-17/SJ//SJ.1/2020
tanggal 22 September 2020 hal Permintaan Pendapat Atas Temuan Sistem Pengendalian
Intern Nomor 1.1.6 Kementerian Keuangan Tahun 2019, dengan ini kami sampaikan bahwa
sesuai dengan Buletin Teknis Akuntansi Pendapatan Perpajakan, pada sub bab 3.2.1.1
Pengakuan Pendapatan-LO Perpajakan sesuai dengan Sistem Self Assessment maupun
Sistem Withholding Assesment, disebutkan bahwa Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO
yang diperoleh dengan sistem self assessment maupun sistem withholding assessment diakui
pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di kas negara tanpa terlebih
dahulu pemerintah menerbitkan ketetapan. Pendapatan pajak merupakan pendapatan
nonpertukaran, karena itu pengakuan pendapatan-LO nya tidak perlu ditangguhkan
pengakuannya.

Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO dengan sistem self
assessment maupun sistem withholding assessment antara lain bukti pembayaran pajak yang
telah dilakukan oleh Waijib Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk
Menteri Keuangan. Contoh dokumen sumber antara lain Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat
Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) dan/atau bukti penerimaan negara yang telah
divalidasi oleh pihak yang berwenang.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

V é ».
>
Wumiyati
Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite
Konsultatif KSAP; dan

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif KSAP.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo Ill Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 3524551, (021) 3449230 Ext 5311/Faksimile: (021) 3524551
Website: www.ksap.org / Email : sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor :S- 3 /K A/KSAP/IV/2021 4 April 2021
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Pendapat

Yth. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Banten
Jalan Palka No. 1, Palima, Serang, Banten

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 20/S/XVIIII.SRG/03/2021 tanggal 08 Maret
2021 hal sebagaimana pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan permintaan pendapat mengenai Likuiditas Kas, dengan memperhatikan
kronologis permasalahan yang disampaikan, dalam hal sampai dengan tanggal 31
Desember 2020 terdapat saldo dana yang tersaji dalam rekening Koran pada Bank
Banten yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Banten, maka sepanjang masih memenuhi
definisi kas atau setara kas sesuai PSAP 01, saldo dana tersebut dapat disajikan di dalam
kelompok aset lancar dalam Neraca Pemerintah Provinsi Banten. Dalam hal terdapat
informasi bahwa dana tersebut untuk sementara waktu tidak dapat digunakan lebih dari
12 bulan setelah tanggal Neraca, saldo rekening tersebut tidak diklasifikasikan ke dalam
kelompok aset lancar sebagaimana diatur dalam paragraf 54 PSAP 01 Penyajian

Laporan Keuangan.

2. Paragraf 31 PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas, menyatakan
bahwa “Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Negara/Daerah”. Jika suatu transaksi belanja belum mengakibatkan pengeluaran
rekening kas umum daerah, maka transaksi tersebut belum diakui sebagai belanja,
karena itu saldo kas umum daerah disajikan sebagaimana ketentuan paragraf 54 PSAP

01 Penyajian Laporan Keuangan.

3. Terkait dengan penyertaan modal dapat kami sampaikan:
a. PSAP 06 (Revisi 2016) tentang Akuntansi Investasi:

i. Paragraf 19 menyatakan bahwa “Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi
dan/atau konversi aset untuk memperoleh investasi, dan penerimaan hibah
dalam bentuk investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria
sebagai berikut:



(a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di
masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh
pemerintah,

(b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal
(reliable)”.

ii. Paragraf 20 menyatakan bahwa “Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran
kas untuk memperoleh investasi dan/atau konversi aset untuk memperoleh
investasi, dan penerimaan hibah dalam bentuk investasi memenuhi kriteria
pengakuan investasi, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya
manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan
datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal.
Kepastian bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang
akan diperoleh, memerlukan suatu keyakinan (assurance) bahwa suatu entitas
akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang
mungkin timbul”.

iii. Paragraf 21 menyatakan bahwa “Kriteria pengakuan investasi ini biasanya dapat
dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung
dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasikan biaya perolehannya”.

iv. Paragraf 26 menyatakan bahwa “Investasi jangka panjang yang bersifat
permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya
perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain
yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut”.

b. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 3 tentang
Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang diterima pada Rekening Kas Umum
Negara/Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang dikeluarkan dari Rekening Kas
Umum Negara/Daerah, dinyatakan bahwa “pengakuan pengeluaran pembiayaan
ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh
RKUN/RKUD sebagai salah satu sumber pengeluaran”.

4. Berdasarkan hal tersebut, pengakuan pengeluaran pembiayaan dapat diakui
berdasarkan ketentuan penyelesaian transaksi yang ditetapkan oleh BUD sebagaimana
IPSAP No.3.

5. Berdasarkan metode ekuitas, pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya
perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah
tanggal perolehan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan akibat
perubahan ekuitas badan usaha penerima investasi (investee), misalnya adanya
perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Oleh
karena itu, penyajian nilai investasi Pemerintah Provinsi Banten terhadap PT. Banten



Global Development (BGD) dipengaruhi oleh nilai investasi PT. BGD atas PT. BPD
Banten.

6. Pemerintah Provinsi Banten dapat menambahkan pengungkapan secara memadai atas

hal-hal tersebut di atas dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite
Konsultatif KSAP

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif KSAP



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo |1l Lantai 2
JI. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710
Telepon: (021) 3524551, (021) 3449230 Ext 5311/Faksimile: (021) 3524551
website. www.ksap.org/email: sekretariat ksap@gmail com

Nomor :S- 31 /K. A/KSAP/IVI2021 l4 April 2021
Sifat : Segera
Hal : Masukan terkait Pengakuan Utang dan Mekanisme Pembayaran

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Yogyakarta
Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta

Sehubungan dengan surat Saudara hal Permohonan Saran dan Arahan Permasalahan

Pengakuan Utang dan Mekanisme Pembayarannya, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut:

T

Tembusan:
1.

2\

PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban pada paragraf 35 menyatakan bahwa “Pada saat
pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi
haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk
barang tersebut”.

Buletin Teknis Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrual pada Bab II, angka 2.1.1

poin a dan ¢ menyatakan bahwa:

a. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga, yang
biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (invoice) kepada pemerintah terkait
penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah;

b. Utang kepada pihak ketiga pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus
segera dibayar setelah barang/jasa diterima, sehingga utang tersebut disajikan di neraca
sebagai kewajiban jangka pendek.

Terkait butir 2 (dua) di atas, kami berpendapat bahwa tagihan pihak ketiga berdasarkan Berita
Acara Pemeriksaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana Saudara jelaskan dalam surat, dapat
diakui sebagai Utang Kepada Pihak Ketiga dan disajikan di Neraca dengan klasifikasi pos
Kewajiban Jangka Pendek.

Untuk mekanisme penganggaran dan pembayaran atas utang pihak ketiga tersebut, dapat
mengikuti ketentuan peraturan perundangan mengenai pengelolaan keuangan daerah, atau
dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri selaku pembina pengelolaan keuangan
daerah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian _l:(_euangan selaku Ketua Komite Konsultatif
KSAP

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif KSAP



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Il Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@agmail.com

© S-44/K.1/KSAP/V/2021 25Mei 2021
. Segera
. Penjelasan Penyusunan PSAP Pendapatan dari Transaksi

Nonpertukaran

Yth. Auditor Utama Keuangan Negara Il

di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 120/S/XV/05/2021 tanggal 24 Mei 2021 hal

Permintaan Penjelasan Penyusunan PSAP, dengan ini kami sampaikan penjelasan proses
penyusunan draf PSAP Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran sebagai berikut:

a.

Draf PSAP Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran disusun berdasarkan proses baku
penyusunan standar sebagaimana yang diatur dalam PP 71 Tahun 2010.

BPK melalui surat Nomor 62/S/1V-XV/12/2017 tanggal 20 Desember 2017, memberikan
masukan kepada KSAP untuk menyusun beberapa standar termasuk didalamnya PSAP
Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran.

KSAP menyusun Draf PSAP Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran merujuk pada
IPSAS 23 Revenue from Nonexchange Transaction dan peraturan perundang-undangan
yang mengatur perpajakan.

Limited hearing draf PSAP Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran dilaksanakan pada
tanggal 5 Desember 2019.

Public hearing draf PSAP Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran direncanakan akan
dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2020, namun karena pandemi Covid-19, kegiatan
public hearing batal dilaksanakan.

Berdasarkan pertemuan KSAP dengan BPK pada tanggal 13 Februari 2020, disepakati
bahwa penyusunan PSAP merujuk pada IPSAS yang masih dalam proses penyelesaian
(Exposure Draft) ditunda penyelesaiannya sampai terbitnya IPSAS tersebut.

Sejalan dengan pertimbangan BPK melalui surat pada tanggal 20 April 2020 untuk
menunda penyelesaian draf PSAP Sewa sampai menunggu disahkannya IPSAS Lease
yang baru, KSAP memutuskan untuk menunda penyelesaian PSAP Pendapatan dari
Transaksi Nonpertukaran sampai terbitnya IPSAS baru.



h. KSAP telah menerbitkan Buletin Teknis 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan
untuk dijadikan pedoman dalam mengakui, mengukur dan menyajikan transaksi
perpajakan oleh pemerintah.

Terlampir kami sampaikan draf publikasian PSAP Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran
yang akan dimintakan pendapat pada saat Public Hearing dan Buletin Teknis 24 tentang
Akuntansi Pendapatan Perpajakan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif , dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsuiltatif.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA 11
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 31 Jakarta Pusat 10210
Telepon (021) 25549000 Psw. 3502, Surel. staftortama2@bpk.go.1d

Nomor 1 20 /S8/XV/05/2021 Jakarta, 24Mei 2021
Lampiran L.
Perihal : Permintaan Penjelasan Penyusunan PSAP

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)
di Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan atas Laporan Keuvangan Pemerintah Pusat
{(LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (LK BA015) Tahun Anggaran 2020, kami
sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas transaksi perpajakan pada Kementerian
Keuangan masih ditemukan beberapa transaksi yang belum dimuat dalam kebijakan akuntansi yang
memadai khususnya transaksi non pertukaran.

Untuk menyikapi hal tersebut, bersama ini kami meminta penjelasan terkait penyusunan
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) tentang Transaksi Non Pertukaran beserta
Exsposure Draft nya oleh KSAP per Mei 2021. Mengingat keterbatasan waktu pemeriksaan,
penjelasan dari KSAP tentang PSAP transaksi non pertukaran beserta dokumen pendukungnya dapat
disampaikan kepada BPK paling lambat tanggal 27 Mei 2021.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Auditor Utama Keuangan Negara 11

-—

S

Laode Nusriadi
%m 196801231988031002

Tembusan Yth.:

1. Ketua BPK;

2. Anggota l1; dan

3. Menteri Keuangan RI.




Gedung Prijadi Praptosuhardjo Ill Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Website: www.ksap.org / Email : sekretariat. ksap@gmail.com

A KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Nomor :S- 4% /KA/KSAP/V/2021 21 Mei 2021
Sifat : Segera
Hal . Pendapat atas Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO

Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Keuangan
Gedung Juanda | lantai 4
Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta

Sehubungan dengan Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat
Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-23/SJ.1/2021 tanggal 10 Mei 2021 hal Permintaan
Tanggapan atas Pengakuan Pendapatan LO terkait Cukai pada Ditjen Bea dan Cukai, dengan
ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan Buletin Teknis 24 Akuntansi Pendapatan
Perpajakan, pada sub bab 3.2.1.1 Pengakuan Pendapatan-LO Perpajakan sesuai dengan
Sistem Self Assessment maupun Sistem Withholding Assesment, disebutkan bahwa
Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang diperoleh dengan sistem self assessment
maupun sistem withholding assessment diakui pada saat realisasi kas diterima oleh
Bendahara Penerimaan atau di kas negara tanpa terlebih dahulu pemerintah menerbitkan
ketetapan. Pendapatan pajak merupakan pendapatan nonpertukaran, karena itu pengakuan
pendapatan-LO nya tidak perlu ditangguhkan pengakuannya.

Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO dengan sistem self
assessment maupun sistem withholding assessment antara lain bukti pembayaran pajak yang
telah dilakukan oleh Wajib Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk
Menteri Keuangan. Contoh dokumen sumber antara lain Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat
Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) dan/atau bukti penerimaan negara yang telah
divalidasi oleh pihak yang berwenang serta sesuai sub bab 2.6.1.a.2) ¢) dokumen pemesanan
pita cukai (CK-1/CK-1A).

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

_—Ketua Komite Kerja,

%umiyati
Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite
Konsultatif KSAP; dan

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif KSAP.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710

website: www.ksap.org/email: sekretariat. ksap@amail.com

Nomor : S-4e/K.1/KSAP/V/2021 28 Mei 2021
Sifat . Segera
Hal : Pendapat atas Penghapusan Utang

Yth. Bupati Jeneponto

di Bontosunggu

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 900/357/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 hal

Penghapusan Utang, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1.

PSAP 09 Akuntansi Kewajiban, pada paragraf 18 dinyatakan bahwa “Kewajiban diakui jika

besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk

menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban
tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal".

PSAP 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan

Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Dihentikan (Revisi 2020):

a. Paragraf 25 menyatakan bahwa Kesalahan mungkin timbul dalam pengakuan,
pengukuran atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang disebabkan
antara lain karena:

i. keterlambatan bukti transaksi;
ii. kesalahan perhitungan matematis;
iii. kesalahan penerapan kebijakan akuntansi;
iv. kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta; serta
v. kecurangan

b. Paragraf 34 menyatakan bahwa “Kesalahan atas pencatatan kewajiban yang terjadi
pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah
diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun kewajiban yang
bersangkutan dan akun terkait".

Pencatatan akuntansi atas suatu transaksi didasarkan atas keberadaan suatu dokumen

sumber. Entitas tidak mengakui kewajiban apabila tidak terdapat bukti atau dokumen yang

mendasari timbulnya kewajiban tersebut. Untuk pembetulan akun kewajiban dan akun
terkait dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah

Kementerian Dalam Negeri

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

ﬁfSumiyati

Tembusan:

1.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif, dan

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua

Komite Konsultatif.



BUPATI JENEPONTO

JALAN LANTO Dg. PASEWANG NO 34 BONTOSUNGGU TELP. 0419-21022 Kode Pos 92311

Jeneponto,21 Mei 2021

Kepada
Nomor : 900/357/V/2021 Yih. Ketua Komite Standar
Lamp : - Akuntansi Pemerintah (KSAP)
Perihal : Penghapusan Utang Di -

Tempat

Sehubungan dengan utang Pemerintah Kabupaten Jeneponto kepada Pihak Ketiga dari
Tahun 2008 s.d 2020 yang hingga saat ini belum diklaim dan selalu menjadi temuan BPK-RI
Perwakilan Propinsi Sul-Sel dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Jencponto tiap tahun, maka Pemerintah Kabupaten Jeneponto melakukan
Langkah-langkah sebagai berikut ;

1. Menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tatacara
Penyelesaian dan Penghapusan Utang Dacrah tanggal 3 Februari 2021;

2. Menetapkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 900/97/2021 tentang
Penghapusan Kewajiban yang tersaji dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Jencponto Tahun Anggaran 2020;

3. Mengumumkan pada website resmi Pemerintah Kabupaten Jeneponto, radio lokal
Turatea Kabupaten Jeneponto serta beberapa media online;

4. Mengumumkan pada Media Cetak surat kabar Tribun Timur (Media Lokal) sclama tiga
hari berturut-turut pada tanggal 27 s.d 29 Januari 2021,

Namun masih menjadi temuan karena tidak diketahuinya alamat atau identitas Pihak
Ketiga sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto tidnk dapat mengambil surat
pemyataan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual sebagai syarat, Oleh
sebab itu kami minta saran dan solusi atas permasalahan utang Pemerintah Kabupaten

Jeneponto tersebut.
Demikian disampaikan dan atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan :
Menteri Dalam Negeri Bina Keuangan Daerah

Menteri Keuangan RI

Kepala Perwakilan BPK-RI Perwakilan SUL-SEL
Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto

Inspektur Kabupaten Jeneponto

e



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo IIl Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/lemail: sekretariat ksap@gmail.com

Nomor : S- 7% /K 1/KSAP/II2019 21 Maret 2019
Lampiran . 1 (satu) Berkas
Hal . Akuntansi Aset Tetap dan Akuntansi Kewajiban

Yth. Inspektur
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
JI. H. Abd. Malik Pattana Endeng, Mamuju

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 780/43/1/1tprov/2019 tanggal 28 Februari
2019, hal Koordinasi terkait Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Utang
Jangka Pendek dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat,
dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencatatan akuntansi atas suatu transaksi didasarkan atas keberadaan suatu dokumen
sumber.

2. Entitas tidak dapat mengakui kewajiban apabila tidak terdapat bukti atau dokumen yang
mendasari timbulnya kewajiban entitas untuk dapat diakui sebagai kewajiban entitas.

3. Entitas juga tidak dapat mengakui aset apabila tidak terdapat bukti atau dokumen yang
mendasari perolehan ataupun kepemilikan aset tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

;1 Ketua Komite Kerja,
g \%“

ﬁumivati
Tembusan:

1 Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif.

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil
Ketua Komite Konsultatif.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Il Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor

Sifat
Hal

: S-45/K.1/KSAP/V/2021 28Mei 2021
. Segera
: Pendapat atas Penyajian Informasi Keuangan

Yth. Bupati Konawe Selatan

di Andoolo

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 900/252 tanggal 05 Mei 2021 hal Konsultasi

dan Permintaan Pendapat, dengan ini dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

a.

Paragraf 31 menyatakan bahwa “Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari
Rekening Kas Umum Negara/Daerah”.

Paragraf 7 menyatakan bahwa “Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah
pada bank yang ditetapkan”.

2. PSAP 09 tentang tentang Akuntansi Kewajiban

a.

Paragraf 5 menyatakan bahwa “Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa
masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah”.

Paragraf 11 menyatakan bahwa “Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban
jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan.

Paragraf 18 menyatakan bahwa “Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa
pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban
yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai
nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal”.

Paragraf 23 menyatakan bahwa “Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika
masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu
nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk
menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui
ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan
uang atau sumber daya lain di masa depan”.

3. Berdasarkan angka 1 dan 2 di atas:

a. Pengakuan belanja terjadi pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Daerah.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi
akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan
dalam suatu transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima



barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di
masa depan.

c. Terhadap belanja yang belum dapat terbayarkan akibat tidak tersedianya uang di kas
daerah dapat diakui sebagai Utang kepada Pihak Ketiga yang merupakan kewajiban
pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa yang sampai dengan
tanggal pelaporan belum dibayarkan.

Belanja yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa yang sampai dengan tanggal
pelaporan belum dibayarkan merupakan kewajiban dan diakui sebagai Utang Pihak
Ketiga.

d. Terkait dengan penganggaran dan pelaksanaan anggaran atas penyelesaian
kewajiban dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

{.;’?,Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif, dan

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif.



,(n_] PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
=< BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Ji Poros Andeolo No 1 Tlp (081824727)

Andoolo, 5 Mer 2021

Kepada
Nomor 9002482 Yth Ketua Komite Standar
Lampiran © Akuntanst Pemenmniah (KSAP)
Perthal Konsultasi dan di-
Permintaan Pendapat Jakarta

T4

Dalam rangka kami menyusun LKPD Kabupaten Konawe Selatan Tabun 2020
kami berupaya menvesuatkan Standar Akuntansi Pemenntah dengan harapan mendapa
Opinmt WTP dani BPK atas LKPD dimaksud, bersama im kami meminta pendapat KSAP
tentang cara menyajikan informasy kesangan mengena kajadian pengeluaran kas dacrah
daliam tahun 2020 aws pencarran sejumlah SP2D vang diterbitkan tahun 2019 dengan
latar belakang kondisi sebagan benkut
1. LKPD TA 2019 telah menvajikan realisasi belanja sejumlah Rp 98 519 545 647 04

atas penerbitan sejumlah SP2D semln) Rp 98 519 545 64700 pada twhun 2019
berdasarkan jurnal dibawah 1

Belanja Pegawai Rpl7.792 226 500,00
Belama Barang dan Jasa Rpt 106,493 192,00
Belanja [Hibah Rp2.403.940.602.00
Belanja Modal Tanah Rp631 335 000 (1)
Belanja Modual Peralatan dan Mesin - Rp6.245.019,302,00
Belanja Modal Gedung dan BangunanRp17.533.555 595,00

Belanja Modal Jalan, Janngan dan InstalasiRp43 898 889 756,00
Belanja Modal Aset Tetap Lmnnya  Rpl 142.300,000,00

I'ranster Rp765 78520000
Perubahan SAL RpY8 519 54564700
Beban Pegnwm Rp17.792.226.500.00
Beban Barang dan Jasa Rp 6106 493 192,00
Beban Hibah Rp 2403 940 602 00
Beban Transfer Rp 765 785.200,00
l'anah Rp 631 335 000,00
Peralatan dan Mesin Rp 6245019 802 (46
Gedung dan Bangunan Rp 17.533.555 595,00
Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp 45 898 889 756 U0
Aset Tetap Lainnya Rp 1142 300 000,00
R'K PPKD RpY8.519.545.647,00

R/K SKPD Rp98 519 545 647 00

Kaos di Kas Dacrah Rp8&7 968 (157 629,00

Utang PFK Rp 10351 488 018,00

Sampar akhir tahun 2019 belum terjadh pengeluaran kas dan Kas Daerah atas sejumlah
SP2D tersebut (sebur sapu SP2D 2009 Owisianding) karena ketersedman ka di Kas
Daerah ndak mencukup

Konsekuensi pengakuan realisas) belanga tersebut anatar lain saldo kas di Kas Dacrah
pada Neraca TA 2019 menjadi minus Rp81.20 Milyar, padahal saldo ol kas masih
posinf . Konsekwensi  lamnya adalah LRA  TA 2019 menyapkan sisu huarang
pembiavaan Anggaran { SIKPA ) Rp80,87 Milvar



3 Schubungan dengan hal tersebut di atas BPK memberikan  Opiu WDP atas LKPD
TA2019, dengan pengecuahian atas Akun Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irijan (J1))
vang overstated secara matenial, akun kas i Kas Daerah minus Rp81.20 Milvar dan
akun Utang Jangka Pendek Lamnnya vang wedersiated secara matenal

4 Pada tahun 2020 SP2D TA 2019 Oustanding secara berangsur-angsur dicairkan dalam
remang waktu antar  Bulan Januare 2020 sampair dengan Nopember 2020 seinang
dengan mular mencukupinva kas daerah secara bernngsur Pengeluaran kas karena
pencatran SP2D 2019 outstanding tersebut belum/tidak diakw sebapar belanja sehingga
LRA TA 2020 (unaudited) belumvtidak menyajukannya scbagm reahsasi belanja
Namun kami membuat pengungkapan (disclosure) di Cal K atas setiap akun belanjanya

Berkenaan dengan kondisi di atas, kami mohon penjelasan tentang cara menvajikan
informasi keuangan mengena kejadian pengeluaran kas daerzh selamatahun 2020 semim
Rp98 519 545 647 dimaksud, sehigga penyvapannya sesuan dengan SAP

1 Apakah penvapan informast kevangan vang kama lakukan melalui pengungkapan di
Cal.K atas setiap akun belanjanva sudah memamda dan sesuai dengan SAP 7

2 Selain mengungkapkan di CalK. apakah harus menvapkannvadi LRA tahun 2020

dengan

&  Mengakwnya sebagan realisasi pada masing-masing belama, dengan konsekuens
Belanja Modal Jalan, Ingasi dan Jaringan. serta Belanja Modal Tanah di LKA
melampaur anggarannya (Catatan © APBD TA 2020 udak menganpggarkan pencairan
SP2D 2019 outstanding, baik sebagm belama maupun pengeluaran pembiayaan) dan

b Mengorekst reahisas: Penenimaasan Pembiayaan-Penggunaan Stk PA 7

Manakala cara penvajian pada buruf | dan 2 datas belum/tidak memadm, bagaimana

cara penyajian/pelaporan yang memadai ?

(¥

Demikian beberapa hal vang kami konsultasikan, pendapat dan penjelasan sangat
kam harapkan. Atas jawaban dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

a.n. BUPATI KONAWE SELATAN
KEPALA BADAN KEUANGAN
DANASET DAERAN

r. SAHLUL, SE., M.Si

Pembina Utama Muda, Gol.IVie
NIP. 1971041 12001121002

Tembusan Kepada Yih, ©

I Bupat Konawe Selatan di Andoolo

Kepala Perwakilan BPK RI Prov. Sulawesi Tenggara di Kendan

3 Ketua DPRD Kab Konawe Selatan di Andoolo

4 Arsip

2



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO il Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/emalil: sekretariat.ksap@amail.com

Nomor 1 S- B /K. 1/KSAP/VI/2021 joJuni 2021
Sifat . Segera

Hal : Pendapat atas Kebijakan Khusus Penatausahaan Alat Gelas

Yth. Sekretaris Utama BPOM

di Jalan Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: B - KU.04.01.2.021.05.21.05 tanggal 31 Mei

2021 hal Permohonan Kebijakan Khusus Penatausahaan Alat Gelas, dengan ini dapat kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Sesuai dengan Paragraf 4 PSAP 5 tentang Akuntansi Persediaan, dinyatakan bahwa
“Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang
yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.”

Sesuai dengan Paragraf 5 PSAP 5 tentang Akuntansi Persediaan, dinyatakan bahwa:

“Persediaan merupakan aset yang berupa:

a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan
operasional pemerintah;

b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;

c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat;

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka
kegiatan pemerintahan.”

Sesuai dengan Paragraf 4 PSAP 7 tentang Akuntansi Aset Tetap, dinyatakan bahwa:
“Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah
atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.”

“Masa manfaat adalah:

(a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau
pelayanan publik; atau

(b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas
pemerintahan dan/atau pelayanan publik.”

Sesuai dengan Paragraf 15 PSAP 7 tentang Akuntansi Aset Tetap, dinyatakan bahwa:
“Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya
dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria
sebagai berikut:

(a) Berwujud;

(b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

(d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

(e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.”



Berdasarkan hal tersebut di atas dan mempertimbangkan sifat fisik dari alat gelas laboratorium
yang rentan rusak/pecah, maka kami berpendapat alat gelas laboratorium tersebut disajikan
sebagai persediaan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite

Konsultatif, dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua

Komite Konsultatif.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Il Lantal 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat. ksap@amail.com

Nomor . S-52/K.1/KSAP/VIf2021 2 £ Juni 2021
Sifat . Segera
Hal . Pendapat atas Aset Tak Berwujud

Yth

. Kepala Biro Keuangan dan BMN, Kementerian Pertanian

di Jalan Harsono RM Nomor 3, Pasar Minggu

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 2814/PL.040/A4/06/2021 tanggal 11 Juni

2021 hal Koordinasi Penatausahaan Aset Tak Berwujud,-dengan ini dapat kami sampaikan

hal-

1.

hal sebagai berikut:

Sesuai dengan Paragraf 56 PSAP 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, dinyatakan
bahwa:

“Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang
digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang
digunakan masyarakat umum.”

Sebelum PSAP 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud (ATB) diterbitkan melalui
penetapan PMK Nomor 90/PMK.05/2019, pada tahun 2011 KSAP telah menerbitkan
Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud yang telah digantikan
dengan penerbitan Buletin Teknis SAP Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud
Berbasis Akrual. Secara substantif pengaturan Aset Tak Berwujud pada PSAP 14 tidak
berbeda dengan pengaturan ATB pada Buletin Teknis SAP Nomor 17.

PSAP 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud:

a. Paragraf 5 menyatakan bahwa “Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh
negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu
tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada
pihak lain untuk melaksanakannya.”

b. Paragraf 7 huruf c menyatakan bahwa salah satu jenis ATB berdasarkan jenis sumber
daya adalah Hak Paten dan Hak Cipta.

c. Paragraf 10 menyatakan bahwa “"Aset Tak Berwujud diakui jika:
- Dapat diidentifikasi,
- Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
- Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa
mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- Biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.”

Terkait dengan Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal, pengakuannya
mengikuti ketentuan yang diatur dalam paragraf 17 s.d. 25 dan pengukurannya mengikuti
ketentuan yang diatur dalam paragraf 41 s.d. 50 PSAP 14 Akuntansi Aset Tak Berwujud.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Kementerian Pertanian perlu menetapkan kebijakan

akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi ATB yang spesifik yang terdapat pada



Kementerian Pertanian dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
serta Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif, dan

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif.
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